
i 

 

KEKUATAN AKTA NOTARIS  

YANG DIBACAKAN BUKAN OLEH NOTARIS 

 

TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  

Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) 

 

Disusun Oleh : 

 

YESSY MONICA PUTRI 

02022682024010 

 

 
Dosen Pembimbing Tesis: 

 

1. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.  (Pembimbing Utama) 

2. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N.  (Pembimbing Kedua) 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

PALEMBANG 

2022 











vi 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya 

maka peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kekuatan Akta 

Notaris Yang Dibacakan Bukan Oleh Notaris”. Adapun maksud dari 

penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh 

gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sriwijaya. 

Dalam menyelesaikan tesis ini peneliti banyak mendapat bantuan, 

bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus 

dan ikhlas peneliti menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, M.SCE., selaku Rektor Universitas 

Sriwijaya; 

2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya; 

3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya; 

4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya; 

5. Bapak Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; 

6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program 

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; 

7. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik; 



vii 

 

8. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Pembimbing Utama, 

yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta 

masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis; 

9. Bapak Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N., selaku Pembimbing 

Pembantu, yang dengan tekunnya memberi arahan dan 

mengkoreksi tesis yang telah diajukan; 

10. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan 

Ujian Tesis, yang telah memberikan saran, bimbingan, dan 

masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini; 

11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar Program Studi 

Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti mengikuti 

perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 

Sriwijaya; 

12. Seluruh staf tata usaha dan karyawan pada Program Studi Magister 

Kenotariatan Universitas Sriwijaya. 

Terima kasih tak terhingga pula kepada :  

1. Ibuku tercinta, Irawati, yang telah megajarkan arti dari ketekunan 

menuntut ilmu dan Ayahku tercinta, Yusrizal, yang telah 

mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas 

segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga 

harapan dan doa yang Ayah dan Ibu sampaikan selama ini dapat 

diijabah oleh Allah Azza wa Jalla; 



viii 

 

2. Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, Yudha Reza Kurniawan 

dan Rika Putri Hardianti, semoga kita dapat menggapai kesuksesan 

bersama; 

3. Para sahabat-sahabatku, dan seluruh teman seperjuangan Program 

Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Tahun 2020, 

khusunya (Almi Qodarrahman, S.H., M.Kn,  Raka Andika Jagat Nata, 

S.H., M.Kn., dan Muhammad Ilham Putranto, S.H., M.Kn), semoga 

kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-

Nya; 

4. Kepada Kakak Yan Maya Padha., S.H., M.Kn juga Kakak Dian Ella 

Rizki, S.E., yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam 

perkuliahan di Magister Kenotariatan ini; 

5. Dan tidak lupa Merike Erisa, terima kasih yang selalu memberikan 

dukungan dan hiburan serta menemani keluh kesah selama 

penulisan tesis ini.  

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangan yang 

cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan 

semoga Allah SWT dapat membalas semua budi baik dan memberikan 

limpahan berkah kepada kita semua, Amin. 

Palembang,                2022 

 

 

Yessy Monica Putri 



ix 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

Motto : 

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di 

jalan Allah hingga ia kembali” 

(HR Tirmidzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis ini kupersembahkan, kepada: 

 

 Kedua Orang Tuaku 

 Keluargaku 

 Sahabat-sahabatku 

 Almamaterku 

 



x 

 

KATA PENGANTAR  

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan 

perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk 

menyelesaikan tesis ini. Tesis berjudul “Kekuatan Akta Notaris yang 

Dibacakan Bukan Oleh Notaris”, diteliti dengan tujuan untuk 

memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para 

pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. 

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik 

dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. 

Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti 

harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga hasil penelitian tesis ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan. 

 

Palembang,                  2022 

 

Peneliti 

 

 

 

 







xiii 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL............................................................................. i 

HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....................................................   ii 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.......................... iii 

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.................................................... iv 

HALAMAN TIM PENGUJI................................................................   v 

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.............................................. vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................ ix 

KATA PENGANTAR.........................................................................   x 

ABSTRAK..........................................................................................   xi 

ABSTRACT........................................................................................ xii 

DAFTAR ISI.......................................................................................  xiii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang.. ........................................……................. 1 

B. Rumusan Masalah.........................................…………....... 7 

C. Tujuan Penelitian ............................…….…......................  7 

D. Manfaat Penelitian...........................……................…..….. 7 

E. Kerangka Teori.............................………..................…..... 8 

F. Metode Penelitian...........................….….......................... 14 

1. Jenis Penelitian.........................……............................ 14 

2. Pendekatan Penelitian.......................…………...…...... 15 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian……………….……. 16 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian…………….….. 18 

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian…….............…… 19 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian……….................…. 20 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan..........………………...... 20 

. 
BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA, NOTARIS, DAN 

KEBATALAN AKTA 

A.  Akta................................................................................  22 

1.  Pengertian Akta…………………………….……….…...  22 

2.  Karakteristik Akta..................................................... 23 

3.  Jenis-Jenis Akta.........................................................  25 

4.  Kekuatan Pembuktian Akta.......................................  27 

B.  Notaris.............................. ............................................. 33 

1.  Pengertian Notaris.................................................... 33 

2. Dasar Hukum Notaris................................................. 36 

3.  Kewenangan Notaris................................................. 37 

4. Kode Etik Notaris....................................................... 39 

5. Pertanggungjawaban Notaris.................................... 43 

C.  Hukum Kebatalan Akta.................................................... 45 

1. Pengertian Kebatalan Akta........................................ 45 



xiv 

 

2. Sebab-Sebab Kebatalan Akta.................................... 47 

3. Akibat Hukum Kebatalan Akta Notaris....................... 54 

. 
BAB III  KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DIBACAKAN BUKAN 

OLEH NOTARIS 

A. Dasar Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Kewajiban  

Akta Dibacakan Oleh dan Dihadapan Notaris……..…… 63 

1. Dasar Filosofis......................................................... 65 

2. Dasar Sosiologis...................................................... 70 

3. Dasar Yuridis........................................................... 77 

B. Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibacakan Bukan  

Oleh Notaris.................................................................. 82 

1. Keautentikan Akta yang Dibacakan Bukan Oleh 

Notaris………………….………………………….……. 82 

2. Kekuatan Pembuktian Sebagai Tulisan Di Bawah 

Tangan terhadap Akta yang Dibacakan Bukan 

Oleh Notaris……………………………………….……. 88 

C. Akibat Hukum bagi Notaris Apabila Akta Dibacakan  

Bukan Oleh Notaris………………………..……..………… 97 
 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan………………..………………..……………….  120 

B. Saran………………………………………...…..……………  122 

 
DAFTAR PUSTAKA……………………….…………………………..…… 124 

LAMPIRAN 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi, kebutuhan akan Notaris atas kewenangannya 

membuat akta autentik meningkat, karena masyarakat saat ini telah 

memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan bisnis seperti transaksi 

pada umumnya, transaksi perbankan, atau interaksi sosial lainnya.1  

Kewenangan terebut merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah 

dalam melayani masyarakat, yang diberikan kepada pejabat publik atau 

pejabat umum yaitu Notaris, dalam rangka pelayanan pembuatan akta 

autentik. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan 

hukum dan terikat dengan hukum perdata dengan kewenangan 

membuat akta autentik. Aturan sebagaimana dimaksud diberikan secara 

atribusi (oleh undang-undang) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P).2 

 
1 Deviana Yuanitasari, “The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on 

Standard Contracts for Indonesian Consumers”, Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 1, No, 

2, Juli 2017, ISSN Online : 2541-6464, Fakultas Huku m Universitas Sriwijaya Palembang, 

hlm. 179. 
2 Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT, Jakarta : Bina Aksara, 

hlm.106. 
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Pembuatan Akta (autentik) merupakan kebutuhan akan 

pembuktian tertulis3, dikarenakan masyarakat pada umumnya dalam 

dunia usaha melakukan kegiatan satu atau beberapa perbuatan hukum 

yang membutuhkan jasa serta peranan seorang Notaris.4 Artinya, 

disinilah peranan Notaris untuk membuat dan memberikan dokumen 

autentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu 

memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya, juga kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen autentik 

tersebut.5  

Jabatan Notaris secara normatif diatur dalam UUJN. Pengertian 

Notaris dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN-P, merumuskan, yaitu : 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya.” 

 

Ketentuan Pasal 16 UUJN-P mengatur mengenai kewajiban Notaris 

dalam menjalankan jabatannya, salah satunya adalah kewajiban Notaris 

 
3 Notaris merupakan pejabat umum yang dipercayai oleh masyarakat untuk 

pembuatan Akta. Akta tersebut dipergunakan untuk alat bukti, mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam 

Akta. Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan hukum bagi masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti berupa Akta sesuai permintaan yang bersangkutan kepada 

Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris 

tidak ada gunanya. Lihat : Pratiwi Ayuningtyas, “Sanksi Terhadap Notaris Dalam 

Melanggar Kode Etik”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium, Vol. 9, No. 2, 

November 2020, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya Palembang, hm. 95. 
4 Wawan Tunggul Alam, 2004, Memahami Profesi Hukum, Jakarta : Dyatama 

Milenia, hlm. 87. 
5 Ibid., hlm. 88.    
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membacakan Akta sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m. 

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P selengkapnya berbunyi : 

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta 

di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) 

orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan 

Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga 

oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” 

 

Berdasarkan ketentuan diatas, maka pada pokoknya Akta wajib 

dibacakan oleh Notaris dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Hal ini berarti Notaris dalam 

menjalankan jabatannya wajib membacakan Akta terlebih dahulu 

kepada para pihak sebelum Akta itu ditandatangani di hadapan 

penghadap, saksi dan Notaris. 

Kewajiban pembacaan Akta dipertegas kembali menurut ketentuan 

Pasal 44 ayat (1) UUJN-P yang menyatakan bahwa segera setelah Akta 

dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, 

dan Notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda 

tangan dengan menyebutkan alasannya. Frasa “segera setelah Akta 

dibacakan” di dalam pasal ini merujuk bahwa Notaris memang 

berkewajiban membacakan Akta kepada para pihak sebelum Akta itu 

ditandatangani. 

Tujuan dari pembacaan Akta oleh Notaris6, diantaranya Notaris 

masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang 

 
6 Kewajiban pembacaan Akta sangat penting dan wajib untuk diberlakukan 

karena pembacaan Akta kepada para pihak ini bertujuan untuk menyampaikan 

kebenaran isi akta kepada para pihak; mengetahui isi Akta telah sesuai dengan 
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sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan Akta adalah kemungkinan 

terakhir bagi seorang Notaris untuk memeriksa Akta yang telah dibuat, 

namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, para penghadap mendapat 

kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam 

isi Akta, pembacaan Akta memberikan kesempatan kepada Notaris dan 

para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum Akta selesai 

diresmikan dengan tanda tangan penghadap, saksi dan Notaris untuk 

melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian 

sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.7 

Terdapat ketentuan pengecualian terhadap pembacaan Akta 

sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN dengan syarat penghadap 

telah membacanya sendiri, mengetahuinya, serta memahami isi dari 

Akta yang akan dibuat, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan 

dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh 

penghadap, saksi, dan Notaris. Sebagai pengaturan tambahan, 

ketentuan Pasal 16 ayat (8) UUJN menjelaskan bahwa pengecualian 

tersebut dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, 

penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta. 

 
kehendak para pihak; dan sebagai akses informasi. Lihat : Rafael Tunggu dan Ardy 

Chandra, “Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan 

Perjanjian Kredit”,   Jurnal Pemberdayaan Hukum, Vol. 8, No. 1, Juni 2018, Fakultas 

Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, hlm. 15. 
7 Muhammad Tiantanik Citra Mido, dkk., “Tanggung Jawab Perdata Notaris 

terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap”, Jurnal 

Lentera Hukum, Vol. 5, No. 1, 2018, ISSN : 2355-4673, Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya Malang, hlm. 174. 
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Pada saat pembuatan Akta, Notaris melibatkan serta membutuhkan 

bantuan staff atau pegawai Notaris untuk menyelesaikan Akta-Akta 

secara cepat dan juga mempermudah pekerjaan Notaris dalam 

menjalankan profesinya. Permasalahan yang terjadi dalam praktik 

kenotariatan membuat Akta serta membacakan Akta tidak lagi 

dibacakan oleh sebagian Notaris, namun ada peran pegawai Notaris 

yang dapat menggantikan kewajiban Notaris guna membacakan Akta di 

hadapan penghadap. Oleh karenanya, nilai-nilai yang tertuang dalam 

UUJN terkesampingkan dan tak lagi menjadi norma yang mengikat bagi 

Notaris, dan di sisi lain, terjadi kekosongan norma pada UUJN mengenai 

peran pegawai Notaris dalam membantu kinerja Notaris.8 

Faktanya, terdapat Akta yang dibacakan bukan oleh Notaris, tetapi 

oleh pegawai Notaris dan berakibat hukum bagi Notaris dan Akta yang 

dibuatnya, sebagaimana terjadi dalam kasus perdata dengan kualifikasi 

Perbuatan Melawan Hukum yang diperiksa dan diputus berdasarkan 

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi. 

Bahwa dalam pokok perkara terdapat fakta bahwa dalam pembuatan 

Akta terjadi permasalahan teknis terkait salah pengetikan dan Akta 

tersebut dibacakan dihadapan penghadap oleh seorang pegawai 

Notaris. Pada amar putusannya, pada pokoknya kemudian menyatakan 

bahwa Tergugat I (Notaris) dan Tergugat II (pegawai Notaris) terbukti 

 
8 I Wayan Arya Kurniawan, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak 

Dibacakan Dihadapan Para Penghadap”, Jurnal Acta Comitas, Vol. 3, No. 3, Desember 

2018, e-ISSN : 2502-7573, Magister Kenotariatan Universitas Udayana Bali, hlm. 497. 
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bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk 

membayar ganti rugi kepada Penggugat, termasuk menyatakan Akta 

Nomor 31, tertanggal 12 Februari 2014, tentang Pernyataan Putusan 

Rapat Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan 

Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi yang dibuat oleh 

Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan 

memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Akta Nomor 31, tertanggal 

12 Februari 2014. 

Dengan tidak dibacakannya Akta oleh Notaris sebagaimana contoh 

kasus diatas maka terdapat akibat hukum9 bagi Notaris secara 

keperdataan sebgai suatu bentuk perbuatan melawan hukum, termasuk 

berisiko dikenakan sanksi administrasi atau kode etik. Tidak hanya 

akibat hukum bagi Notaris, maka terhadap Akta dapat kehilangan 

kekuatan pembuktian khususnya di muka Pengadilan. Oleh karena itu, 

untuk mengkaji secara lebih mendalam isu-isu hukum tersebut, peneliti 

tertarik untuk menganalisisnya dalam penelitian berbentuk tesis dengan 

judul “Kekuatan Akta Notaris Yang Dibacakan Bukan Oleh Notaris”. 

 

 

 

 

 

 

 
9 Menurut Achmad Ali, akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan 

oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Lihat : 

Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Bogor: 

Ghalia Indonesia, hlm. 192. 
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B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis kewajiban Akta 

dibacakan oleh dan dihadapan Notaris ? 

2. Bagaimana kekuatan pembuktian Akta yang dibacakan bukan oleh 

Notaris ? 

3. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris apabila Akta dibacakan 

bukan oleh Notaris ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka  

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis 

kewajiban Akta dibacakan oleh dan dihadapan Notaris. 

2. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian Akta yang dibacakan 

bukan oleh Notaris. 

3. Untuk menganalisis akibat hukum bagi Notaris apabila Akta 

dibacakan bukan oleh Notaris. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis, yaitu : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat 

dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan 
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